














melainkan masyarakat tanpa pilih kasth. Aturan ini menempatkan
PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik
dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan
prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi,
kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari intervensi politik
dan KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia
dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi
pemerintahan yang profesional.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawat Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: “Warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas -pemerintahan.” Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk membantu Pegawai
Negen: Sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. PPPK diberikan hak
dan kewajtban yang sama sepert: Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal
- 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Judul Buku ini saya pilih karena saya pribadi sebagai Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang sehari-hari bekerja pada Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas di
bidang teknis operasional dari Organisasi Perangkat Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki Tupoksi
melaksanakan kegiatan teknis operasional Pemungutan Pendapatan

Daerah yakni Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
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Setiap negara memiliki cita-cita atau tujuan yang hendak
diwujudkan. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Untuk
mencapai hal tersebut perlu memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN).
ASN tersebut merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang
bekerja pada instansi pemerintah (Pasal 1 angka (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).
ASN vyang diharapkan menjadi motor penggerak pencapatan
cita-cita dan tujuan negara harus memenuhi kualifikasi tertentu.
Kualifikasi tersebut meliputi memiliki nilai integritas, profesional,
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Hal lain yang yang tidak kalah penting yaitu
mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat
spirit persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945,

Pegawai terbagi menjadi 2 (dua) yakni PNS dan PPPK.
PNS adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagal pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
(Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara). PNS memiliki peran yang penting karena
merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan negara untuk
membentuk masyarakat adil dan makmur, seimbang (material dan
spiritualnya) berdasarkan Pancasila di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan
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Aparatur Sipil Negara menyebutkan definisi Pegawai Negeri Sipil
yaitu: “Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil itu sendiri adalah seseorang
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, diangkat oleh pejabat berwenang dan
diberikan tugas dalam suvatu jabatan negeri atau diberikan tugas
negara lainnya yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pegawal Neger: Sipil memegang peranan
yang sangat penting dan menentukan, hal ini dikarenakan berhasil
tidaknya visi dan misi pemerintah bergantung dari pegawai negeri.
Seorang pegawai negeri merupakan aparatur negara yang bertugas
untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mewujudkan cita-cita
negara, hal ini yang menyebabkan bahwa pegawai negeri memegang
peranan yang penting dan menentukan (Rosdakarya Musanef,
2007).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran yang penting
karena merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan negara
untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang
materil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan nasional tersebut tergantung pada
kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung
juga dart kesempurnaan aparatur sipil negara (S.F.Marbun,2012).

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
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kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan vang

dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

dratur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: “Warga negara Indonesia yang

memenuht syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.”

Pegawal yang kompeten dan memiliki keterampilan dalam
bekerja akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Perlunya
penggerakkan pada pegawai khususnya Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk membantu tugas dan
wewenang Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan tujuan
pembangunan nasional.

Diangkatnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) untuk membantu Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan
nasional. PPPK diberikan hak dan kewajiban yang sama seperti
Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintah yang sah;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Melaksanakan kebijakan vang dirumuskan pejabat pemerintah

yang berwenang;

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
















prasarana tertentu. Sarana tersebut dapat berupa manusia dan
prasarana yang berbentuk benda, seperti benda bergerak, benda
tetap dan modal/uang. Hubungan hukum antara negara dengan
sarana yang berbentuk manusia ini menimbulkan suatu kaidah
hukum kepegawaian (Muchsan:1988:4)

Berdasarkansejarah Indonesia, kedudukan dan peranan Pegawat
Negeri Sipil (PNS) adalah penting dan sangat menentukan. Hal
ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur Aparatur
Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
nasional tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara yakni
PNS.

Dalam mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan adanya
PNS yang penuh kesetiaan dan taat akan Pancasila, UUD 1945,
Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik,
berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas
tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai PNS, Abdi Negara
dan Abdi Masyarakat. Guna mewujudkan PNS sebagaimana
dimaksud diatas, maka PNS perlu dibina dengan baik atas dasar
sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Terdapat 5 (lima) periode sejarah perkembangan aturan hukum
yang mengatur Pegawai Negeri atau Hukum Kepegawaian yakni
antara lain sebagai berikut :

1. Periode Awal Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tahun 1950 diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor
25 Tahun 1950 Tentang Hak Mengangkat PNS. Selanjutnya pada
tahun 1952 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat
Nomor 20 Tahun 1952 Tentang Pensiun PNS dan Undang-Undang
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pengurus Partai Poltik. Pegawai ASN memilili peranan yang amat
penting dikarenakan pegawai ASN merupakan unsur Aparatur
Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
nasional dalam rangka mencapai tujuan Negara. Kelancaran
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama
sekali tergantung juga pada kesempurnaan Aparatur Negaranya.

Pentingnya peran pegawai ASN ini juga harus di dukung dengan
Sumber Daya Manusia (SDM)yangberkualitas. Berkualitasnya SDM
pegawai ASN sendirt juga harus di dukung dengan pengembangan
kompetensi dan penyaringan dan penseleksian yang ketat disaat
pengadaan formasi pengangkatan pegawai ASN. Dalam Konteks
hukum publik, pegawai ASN bertugas membantu Presiden sebagai
Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan,
tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam
arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-
undangan ditaati oleh masyarakat (Moh.Mahfud MD,1980,Hukum
Kepegawaian Indonesia,Liberty, Yogyakarta).

Sebagai seorang Abdi Negara seorang pegawai ASN wajib setia
dan taat kepada Pancasila sebagai Falsafah dan Idiologi Negara,
UUD NRI Tahun 1945, kepada Negara dan pemerintah. Selain hal
tersebut, ASN dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik, maka dari itu ASN harus memiliki kesetiaan, ketaatan penuh
terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara dan Pemerintah
Republik Indonesia. Kesetiaan dan ketaatan penuh ini berarti bahwa
pegawal ASN berada sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah
dan sebagai abdi masyarakat pegawai ASN harus memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Atas dasar hal
tersebut, maka diperlukan pegawai ASN yang mampu saling bersatu

padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdayaguna, berhasilguna,
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bebes KKN, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab
(Rozali Abdulah,1996 Hukum Kepegawaian).
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diharapkan akan tercipta ASN yang memiltki pengetahuan,
keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas
jabatan secara professtonal dengan dilandasi kepribadian dan etika
PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Dengan demikian ASN
mampu berperan sebagai pemberharu dan perckat persatuan dan
kesatuan bangsa.

Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil
mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan
pengertian Pegawai Negert setiap pejabat yang mempunyai
hubungan dinas dengan negara. PNS, menurut Kamus Umum
Bahasa Indonesia : “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada
pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri”
berarti negara atau pemerintah. Jadi dapat disimpulkan PNS adalah
orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Menurut Mahfud MD, dalam buku Hukum kepegawaian
terbagi menjad: 2 (dua) yakm sebagai berikut :

1. Pengertian Stipulatif

Berarti penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-
Undang tentang pegawai negeri dalam Pasal 1 angka | dan Pasal
3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian
yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan
pegawal negerl dengan pemerintah atau mengenai kedudukan
pegawal negeri. Pengertian stipulatif berlaku dalam pelaksanaan
semua peraturan-peraturan kepegawatan dan pada umumnya
dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan kecuali
diberikan definisi lain.

2. Pengertian Ekstensif
Pegawai negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada

beberapa golongan yang sebenarnya bukan pegawat negeri menurut
































































































































































































































































































